
GUBERNUR MALUKU 

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU 
NOMOR 413 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA PROVINS! MALUKU 

GUBERNUR MALUKU, 

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, 

pelaksanaan,evaiuasi, dan pengendalian pembangunan, 

perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah 

diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara 

seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; 

Mengingat 

b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, 

terpadu , d,1p2.1_ dipertanggungjawabkan, mudah 

diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata 

kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melaiui 

penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a , Pembentukan Forum Satu Data 

Provinsi Malnk,;, perh, ditetapkan dengan Keputusan 

Gubemur; 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 

I Maiuku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Repubiik indonesia Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Neg:.u;:;. Republik Indonesia Nomor 1617) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabu11 2003 Nornor 47, Tambahan Lerobaran 

Negara Rep'.,bli!-; Indonesia Nornor 4287) ; 



3. Undang-Undang Nomor 46 Tah un 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3895); 

4 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Vndang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747); 

7. Undang-Undang No-rnor 31 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di 
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4877) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4878) ; 
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tLembaran Negara l<epublik Indonesia Tahun :W22 

Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

\ndont's t,l Nomor (6757): 

10. Pe ratura.11 Peme1intah Nomor \ 2 Tahun 201 9 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar an Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta hun 201 9 ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tah u n 20 14 ten tang 

J aringa.n lnformasi Geospasial Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 78); 

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 20 19 ten tang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lernbaran 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagairnana teJah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 

201 6 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2020 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Maluku Nomor 103); 
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Forum Satu Data Provinsi Maluku selJagaimana tercantum 

dalam Lampiran 1<cputusan ini. 

fi'o ru m Sntu D11 ta l'rovi11s i Maluku sebaga imana dimaksud 

Diktum Kl.!:SATU tnempu n_va i tugas dan tanggung jawab 

sebagai bt'rikut: 

a . Pen a nggu ngjawa b: 

- mengambil keputusan dan/atau menetapkan 
kebijakan umum terhadap penyelenggaraan Satu 
Data Provinsi Maluku . 

b. Pengarah : 
- mempunyai tugas memberikan arahan, serta 

melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku. 

c. Koordina tor: 

- mcmpunym tu11,as mclaksanakan komunikasi dan 
koord11ws1 d:1 la n1 penyclenggaraan Satu Data 
Provinsi Maluku, serta merumuskan kebijakan 
teknis dan kebijakan umum yang akan 
diputuskan oleh PenanggungJawab. 

d. Pembina Da ta: 

- menetapkan standar data dan metada ta yang 
berlaku lintas Pemerintah Daerah dengan tujuan 
konsistensi publikasi; 

- memberikan rekomendasi dalam proses 
perencanaan pengumpulan Da ta; 

- melakukan pemeriksaan ulang terhadap 
kelengkapan (standar data dan metadata) dari da ta 
prioritas; 

- m elakukan pembinaan penyelenggaraan 
Satu Data Provinsi Malu k u sesu ai den gan 
k e tentuan pera turan perundang­
u ndangan . 

e. Walidata Provinsi: 

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan 
oleh Produsen Data tingkat Provinsi sesuai dengan 
prinsip Satu Data Provinsi Maluku; 

- menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal 
Sa tu Data Provinsi Maluku; dan 

- membantu Pem b ina Data dalam m embina 
Produsen Data. 
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f. Produsen Data Provinsi: 
- memberikan masukan kepada Pembina Data 

mengenai Standar Data, Metadata, dan 
I rneroperabilitas Data; 
rner,gl1asilkan Data sesuai dengan p1insip Satu 
DaLa Provmsi Maluku; 

g. Sekretariat Satu Data Provinsi: 
- memberikan dukungan dan pelayanan teknis 

operasional dan administratif kepada Forum Satu 
Data Provinsi Maluku. 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Forum Satu Data Provinsi Maluku . 

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Provinsi 
Maluku sebagaimana diktum KESATU, senantiasa 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang­
u ndangan yang berlaku. 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) setiap tahun berjalan pada masing-masing 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku. 
Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tariggal 
c.: ,etapkan. 

Ditetapkan di Ambon 
pada tariggal 5 April 2022 

GUBERNUR PROVINS! MALUKU, 

Tembusan. disampaikan kepada Yth : 
J. Sekretariat Salli Data Inc:lonrsia Kemr nterian PPN/Bappenas di J akarta; 2. Sekret.aris Daerah Maluku d1 Ambcm; 

3. Ketua Dl'RD Provmsi Maluku di Ambon; 
4 . Inspektur Provinsi Maluku di Ambon; 
4 . Ya ng bersangkutan untuk diketahui; 
5. Pertinggal. 
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lw pnln Dl11n F1 Kupcrusl, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Malulru 
l\r p11l11 IJl11aR l'c11 tl11aman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
l '1 11vl 11 AI Mt.1 lu k11 

l\pp11l11 I >11111 1-1 l1
1.'111111I 11 I >111 1 r ll :1 l1 l{ap,n Provin si Maluku 

l,1•1111111 I111 11111 1'1•1 p1 114 ln l, 111111 I J111 I l{ C'ar sipan l'rovinsi Maluku 
l,1•1•11 ln l l 111 1t11 111' I11 11I11 11 1) 1111 l 1r- 11ku1111n Provin si Maluku 
h,•p1ilr1 11 111 11•1 l 'r11 " ' , 11 11 ·1 l '1ovi111-11 Malul<u 
l, ,•pr1 l11 I t1I1 11" l ',,1I 11 111,11 1 l 11uv11 rn i Mnl11ku 
h, •1•11l11 1111 111 1-1 l,c l1t1l 11 11H11 l '1uv i11 si M,lluku 
1, ,·1111 l11 I li 11n11 Ii: 11 cTgi I >11 11 S11,nlwr- l)aya Mineral Provinsi Maluku 
l\cp11l11 !Jinns Pcrinduslrinn Dan Perdagangan Provinsi Maluku 
Hrk rctHds IW IW Provinsi Maluku Provinsi Maluku 
t,<'pnl11 lfada11 Perencunaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 
KC' pHln lladH rt Pc11gr-loln l<cuangan Dan Asel Daerah Provinsi Maluku 
l, 1·pn l:1 I l :idn r 1 I '1•11d:qml ar t Dae rah Provinsi Maluku 
l,rp:i In I lnd11 11 1,C' pC'guwuinn Due rah Provinsi Maluku 
1,l"' !Htl.t I !ndrn , l 'cngP111 lmngan Sumberdaya Manusia Provinsi Maluku 
Kr- p11 l11 I lad t1.11 l'n1gC'lola Perbatasan Negara Provinsi Maluku 
1,Ppn ln Hmlt111 Pc11gllu 1Jung Provinsi Maluku 
l\('pt1ln li 1spckturut Provinsi Maluku 
Kcp~dn l!ndu 11 Kesnluan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku 
l<epnh1 Oiro Administrasi Pimpinan Daerah Setda Maluku 
Kepala UKKBN Provinsi Maluku 
Pi111pinun Bunk Indonesia Wilayah Maluku dan Maluku Utara 
Kept1la Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku 
Kepnlu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon 
l,rp11l11 Cltorntito:-; ,Jn:-:n Kr unngan rrovinsi Maluku 
IH·p11 l11 I,:i 11 tor l'o:-; /\ 111 l,011 

l,cp.1'.1 l'T J'LN Wrl<11,dr Maluku d.:111 Maluku Utara 
l\( 'p,1'11 Stnsrun Gr-of1silrn /\mbon 
l"·p11 l11 13f1du11 Mcleorologi, l<limaLologi. dan Geofisika Pattimura Ambon 

\ ' II Sekn ! l l:lri a t Sa tu Data 
Pt·ovin si 
K(_'po la Sekretariat 

S<~kretariat 

Anggota : 

Kepala Bidang Data Pembangunan, 
Perencanaan Program, Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan Bappeda 
Provinsi Maluku 
Fungsional Subtansi Data dan 
lnformasi Bappeda Provinsi Maluku 

1. K<'pRla Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi 
Mnluku 

2. l~cpHIR Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi 
Maluku 

3. KepalR Bidang lnfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda 
Provinsi Maluku 

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Provinsi 
Maluku 

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 
6. F'ungsional Substansi Perencanaan dan Peny~le~ggaraan Tugas 

Pemban tuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provms1 Maluku 
7 . F'ungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas 

Kesehatan Provinsi Maluku 
8. Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku 



9. 

10. 

l l. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Fungsio11al Substansl Porencuri lW.11 /,;v11/W1l'il rl lJfl J•n/111,,,1,111 / , 11 ,, ,,,, 

Perumahan d11n l<uwus~m Pcrmukl1nu11 /111,vl11F1/ M1ilu k,1 

Kepala Sub Oagi~in Prrf'ncn11ww /r, v11lt11,t1I d/111 /1ri /11p( , / h 1, ·~hl ,o, 1, h ,J,,;, 

Parnong Praju P1ovi 11 sl Mululw 

Kepala Sub 8agio 11 l' f'renrt111w111 Ir, v1d1111.4I ,t,,11 /'r /1,p,,11,11 / 111,11 r. .• , .,,,. 

Provinsi Malul<U 

Fungsional 8 uuslHII8i l-'err11c1,111111111 lf,v11l 1111 til rl1111 /'rl1,,,,,rs,11 1, ,1,,,':. 

Pc 111brrdrty1-w 11 P f' 1-C- 1T1p111111 d 1111 l 1r 11i11durif') 1J1 1\111,k /'1uvl1,1;,, IM,I"~" 

F11111.""'11nl , ,, ,1 ,,,1:,11•11 , .,. , .. ,, , ,,,,,,1,11 11,-11,i,u, .,, rl 1ir, J•,•J1,1 ,1,n11, I ,,, ,1; 

1,<' t , tl1111 1,111 l': 11 11 ,11 t'11 ,v 11, ,:1 r./111 !,d : 11 

Fungsional Substansi l-'ercncarwu11 ff, v1duIw , rl1,11 I •rl11r ,1 ,1 1,1, 1, ,, 

Lingkungan Hidup Provins/ M1.tluku 

Fungsional Substansi PerenCMUftfl /JlflutJ Kt (Hrt1<J11(11Jk:,,1 I i:,,, 

Pencatatan Sipll Provim1i Mntu1<11 

Fungsional Substa11 1:1 i l'crr 11r u11111J11, l~vu /u1,wl dl)r, l 1r l1,1,1111,1, I 11r,1, --. 

Pemberdayaan Masy1m-1ht IJun l) c1c111 l'rovlnJJI M1tJ1Jlw 

Kepala Sub Bagia11 l 1erc11cs1rw10I 1r.v1duw~I <1 1,11 f•r:/1,p,,u,n r ,,,,,,--. 

Perhubungan Provinsi M11luku 

FungsionaJ Subslansi Pcrc11c1-mtwn l~vu lu/J11I clim l'd :,1hrM1 f-1111 :1~ 

Komunikasi Dan lnfornwlika Provlrrni Muluku 

KepaJa Sub Bagian Perencanuun dan Kcuung;-1n IJin;,r; l<11(1H:1S)1 , ffo:,} ,:, 

Kecil dan Menengah Provins! Maluku 

Fungsional Dinas Penanaman Modu l Dun 1-'clfJyunvn ;rr;r---,,:J'-l u 8 1, tu l'i111 11 

Provinsi Maluku 
Fungsional Sub8tansi Perencanuun f~vsduurn dun I'1:lb(l(,1 :, 11 I 11ri:n, 

Pemuda Dan Olah Raga Provins! Maluku 

Fungsional Substansi Perencanaan e valuasf da:n Pelapo-r})n Din;m 

Perpustakaan dan Kearnipan Provin8I Mt1fuku 

23. Fung:-.1011,sl Su li •. t:1 11· ,1 l '•:11·1J1,:111w,11 l•.v.,J,i;"" d,, r1 J••:l:,1 ,,,r;, r, I 11r,:," 

l<clauta n / )an 1'i 11l<a 11:J11 J•,, ,v111·1r M, .J11 k 11 

24. Fungsional Subgtansi l'cr<' riu 1111J1Jn l; valu:)m d11n l'l:l1n1,,r :,n l ,m.,,·, 

Pariwisata Provinsi Maluku 

25. Fungsional Subslansi Perencam.1;;, n I,;va lw-w i clan l-'cJ,:1par::, n !Jin::,;) 

Pertanian Provinsi Maluku 

26. r◄'ungsionaJ Substansi Percncanaan 11:vaJuaai <Jan Pcl;.,poran Din::,•i 

Kehutanan Provinsi MaJuku 

27. Fungsional Substanai Perencanaan Evaiuaai <.Jan Pelaporan Dina; ; t n,:r~ 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi MaJuku 

28. FungsionaJ Substansi Perencanaan Evaluaai cfan l'elaporan Oin ru1 

Perindustrian dan PercJagangan Provinsi Maluku 

29 . FungsionaJ Substansi Peren canaan £ valuasf dan Pelaponm Dinas Tena.fYl 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku 

30. Fungsional Substansi Perencanaan Eval.uasi dan Pclaporan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinili MaJuku 

31. Fungsional Substansi Perencanaan EvaJua8i dan Pelaporan Sadan 

Pengelola Keuangan dan Asel Dacrah Provinsi Maluku 

32 . Fungsional Substansi Perencana,m cJan Kcuang,m !Jadan Pen<.l ap;;, t;;,n 

Daerah Provin si Maluku 

33. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Uac.lan Kepegawa1an 

Daerah Provinsi Maluku 

34. FungsionaJ Substansi Perencanaan dan Keuangan Badan Pengemhangan 

Sumberdaya Manusia Provinsi Maluku 

35. Fungsional Badan Penghubung Provinai Maluku 

36. Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 

37. KepaJa Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sadan Pengelola 

Perbatasan Daerah Provinsi Maluku 

38. Fungsional Substansi Program dan Anggaran Sadan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Maluku 



39. Fungsional Substansi Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi 
Pimpinan Setda Maluku 

40 . Fungsional Substansi Program dan KeuanganSekretariat DPRD Provinsi 
Maluku 

41. Fungsional Su bstansi Perencanaan , Analisis dan Evaluasi Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

42 . Kasubag Perencanaan BK.KEN Provinsi Maluku 

43. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik dan 
Statistik Dinas Komunikasi dan lnformatika 

(:l . Siti !st1qomah nuraini, ST ( Analis Statistik Dinas Komunikasi dan 

lnformatika)) 
45. Sjarifa S. Alaydrus, S.IP (Staf Bidang Data Pembangunan, Perencanaan 

Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi 

Maluku) 
46. Irmah Kadir, S .Kom (Staf Bidang Data Pembangunan, Perencanaan 

Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi 

Maluku) 
47. Faizin Rumakat, SE (Staf Bidang Data Pembangunan, Perencanaan 

Program, Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi 

Maluku) 
48. Allan Pribady Far Far, S.IP (Staf Bidang Pembangunan Manusia dan 

Masyarakat Bappeda Provinsi Maluku) 
49. Muhammad !!ham Ryansyah Ambon, S.T (Staf Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku) 
50. Pingkan A. M. Palyarna, S.Pd, M.Si (Staf Bidang Penelitian dan 

Pembangunan Bappeda Provinsi Maluku) 
51 . Abidin Rahayaan, SE (Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi 

Maluku) 

GUBERNUR PROVINSI MALUKU , 

-~ 
. - -"" '.;· 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }

